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Jakarta, 24 April 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan 

Pengujian Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan (UU Yayasan), pada Rabu (24/4), pukul10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor 

perkara 30/PUU-XVII/2019 mempermasalahkan ketentuan Frasa “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” 

dalam pemeriksaan terhadap yayasan. Pemohon dalam perkara ini adalah Yayasan Al-Ikhwan Meruya 

yang diwakili oleh H. Armein Kusumah, Hj. Sri Wuryatmi, dan H. Saman yang merasa dirugikan dengan 

berlakunya pasal Materiil Pasal 53 ayat (2), UU Yayasan. 

 

Menurut pemohon adanya Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 53 ayat (2) UU a quo 

bersifat multitafsir karena dapat ditafsirkan berbeda-beda selain itu Frasa “pihak ketiga yang 

berkepentingan” dalam Pasal 53 ayat (2) UU a quo dapat ditafsirkan tanpa adanya kepentingan, dapat 

ditafsirkan tanpa adanya hubungan hukum antara pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan 

dengan materi (dalil) permohonan yang diajukan, dapat ditafsirkan apa saja walaupun terlihat secara nyata 

dalam penafsiran tersebut terdapat pertentangan antara materi (dalil) permohonan yang dimohonkan 

dengan materi (dalil) yang diajukan, dapat ditafsirkan walaupun penafsiran tersebut jelas menabrak 

(bertentangan) dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan-perundangan lainnya, dan dapat ditafsirkan 

dengan cara mendalilkan kepentingan pihak lain; 

 
Dalam petitumnya Pemohon meminta kepada Mahkamah menyatakan norma pihak ketiga yang 

berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang 

Yayasan bertentangan dengan norma Negara Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat 

(1)  Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai “Jamaah dari Masjid Al-Ikhwan yang sesuai 

dengan keyakinannya, secara langsung atau tidak langsung ikut bertanggungjawab dalam memakmurkan 

Masjid Al-Ikhwan“. (Lambang) 
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